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Pendahuluan

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital inovatif dan tidak dikeluarkan oleh
otoritas pusat mana pun (terdesentralisasi), karena menggunakan teknik kode rahasia
(Cryptogrhapy) dengan menggunakan protokol enkripsi untuk mengidentifikasi dan
memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan secara publik setiap
rincian transaksi dalam buku besar terdistribusi (rantai blok / Blockchain), tapi identitas
bagi pengguna yang tetlibat tetap anonim.' Cryptocurrency semakin menjadi popular di
seluruh dunia. Hal ini terlihat, kapitalisasi pasar Cryptocurrency global bernilai lebih dari
USD 800 miliar pada tahun 2022. Untuk ukuran pasar Cryptocurrency global bernilai USD

1Pengertian diatas, penulis simpul dari sejumlah literatur, seperti “Merriam-Webster.com Dictionary (n.d),
Cambridge English Dictionary (n.d), Oxford Dictionaries (n.d), dan Collins English Dictionary (n.d)”.
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4.67 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan berkembang pada tingkat
pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate/ CAGR) sebesar 12,5%
dari tahun 2023 hingga 2030 (Grandviewresearch.com, n.d). Selanjutnya, pada akhir tahun
2022 Cryptocurreney sudah diperdiksi lebih kurang mencapai 1 miliar pengguna
(Crypto.com, 2022). Selain itu, ada bukti menarik Cryptocurrency diminati oleh banyak
perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar, dimana pada tahun 2021 tercatat
18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla,
Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir, dll (Triple A, 2021). Bisnis-bisnis tersebut,
berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat tukar, seperti membayar penginapan,
belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022).

Cryptocurrency telah mengundang perhatian dan diskusi dari banyak pihak. Berbagai
diskusi yang dipublish dalam catatan, seperti dari pemerintah, sarjana keuangan dan
ckonom konvensional, dan bahkan otoritas agama Islam dan sarjana keuangan dan
ekonom Islam juga memberikan catatan atas realitas fenomena tersebut. Ada banyak
catatan yang termuat terthadap Cryptocurrency, seperti pada masalah fundamental dasar
fungsi uang/mata uang, karena Cryptocurrency terkait masalah voladlitas harga yang dapat
menimbulkan bubble dan dapat berdampak pada stabilisasi sistem keuangan (Alam et al,
2019; Mohamed & Ali 2019; 2022; Kaleem 2021; Yuneline, 2019; Yermack, 2015).
Selanjutnya, banyak negara menolak Cryptocurrency sebagai mata uang, karena terkait
masalah hukumnya (Chohan, 2017; Fauzi et al, 2022; Shovkhalov & Idrisov, 2021). Selain
itu, dari dunia Islam, dimana masih terjadi perdebatan dari otoritas agama dan sarjana
syariah terhadap Cryptocurrency, ada yang membolehkan (halal), ada yang melarang (haram),
serta ada yang abstain (Mammnoo"). Secara garis besar perdabatan itu, misalnya isu seputaran
propetti (Maal) dan vang/mata uang, isu publisitas negatif, isu spekulatif (Gharar), dan isu
risiko yang mungkin dihadapi Cryptocurrency (Alaraby, 2017; 2018; Al-Haddad, 2018; Bakar,
2018; Themaijlis.info 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b; Light Upon Light Blog.com, n.d;
MUI, 2021; SHARIASOURCE, 2019; Wifaqul Ulama, n.d).

Dari situ sangat penting menggali lebih mendalam terkait karakteristik Cryptocurrency
dari berbagai catatan di atas. Menggali karakteristiknya justru akan terlihat benang merah
dalam menyaksikan perkembangan baru ini, yang membuat dunia memikirkan realitasnya.
Mungkin berbagai catatan dari banyak pihak telah memberi pandangan dan putusan
terthadap karaktersitik Cryptocurrency yang dihadapkan dari berbagi persprktif. Namun
dalam penelitian ini, tidak untuk menjadi sebuah putusan. Melainkan upaya untuk lebih

merangsang diskusi tentang topik yang muncul. Oleh karena peneletian ini bertujuan
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untuk menganalisis karakteristik Cryptocurrency dari tiga perspektif, yaitu perspektif
ckonomi, perspektif hukum dan perspektif syariah.

Penelitian ini disusun menjadi empat bagian. Bagian kedua setelah pendahuluan
menjelaskan secara singkat metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.
Bagian ketiga menganalisis dan membahas tentang penemuan Cryptocurrency dari tiga
perspektif ekonomi, perspektif hukum dan syariah. Bagian keempat menyimpulkan dan
memberikan saran untuk studi masa depan.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian adalah penelitian
Litertanr Review. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa literatur yang
diperoleh dari buku, buku bab, artikel jurnal, makalah konferensi, kertas kerja, dan
laporan-laporan yang membahas Cryptocurrency. Sumber literatur yang kredibel dijadikan
sasaran, karena kredibilitas sumber literatur dinilai dari fakta bahwa ia diproduksi oleh
sejumlah sarjana dan ahli terkemuka. Analisis literatur mengikuti langkah-langkah, seperti

pengumpulan materi, deskripsi, diskusi, dan evaluasi materi.

Hasil dan Pembahasan
Overview Cryptocurrency

Dalam (Merriam-Webster.com Dictionary, n.d) menjelaskan bahwa Cryptocurrency
berasal dari dua kata, yaitu “Cryptogrhapy: Kode Rahasia”, dan “Currency; Mata Uang’.
(Cambridge English Dictionary, n.d) mendefisikan Cryprocurrency sebagai mata uang digital
yang diproduksi oleh jaringan publik, bukan pemerintah mana pun, yang menggunakan
kriptografi untuk memastikan pembayaran dikirim dan diterima dengan aman. Dari
Oxford Dictionaries (n.d) mendefinisikan Cryptocurrency sebagai mata uang digital, di mana
teknik enkripsi digunakan untuk mengatur pembuatan unit mata uang dan memverifikasi
transfer dana, beroperasi secara independen dari bank sentral. Dari Collins English
Dictionary (n.d) mendefinsikan  Cryprocurrency sebagai media pertukaran digital
terdesentralisasi yang dibuat, diatur, dan ditukar menggunakan kriptografi dan (biasanya)
perangkat lunak open source.

Dengan demikian, Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital inovatif dan tidak
dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun (terdesentralisasi), karena menggunakan teknik
kode rahasia (Crprogrhapy) dengan menggunakan protokol enkripsi untuk
mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan
secara publik setiap rincian transaksi dalam buku besar terdistribusi (rantai blok /

Blockchain), tapi identitas bagi pengguna yang terlibat tetap anonim.
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Dari definisi di atas, tampak bagaimana karakteristik dan keguanaan Cryptocurrency.
Dalam hal ini, hampir semua Cryptocurrency memiliki karakteristik yang sama untuk
diklasifikasikan, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Cryptocurrency

No Karateristik Keterangan
Cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital yang berarti hanya berlaku di
1 Digital komputer. Cryprocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang biasanya kita
gunakan.

Transaksi uang umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi tiap
transaksi, seperti bank. Namun, pada dunia Cryptocurrency tidak terdapat bank
atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang yang mereka
miliki.
Cryptocurrency digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain secara
online

2 Terdesentralisasi

[S8)

Peer-to-Peer (P2P)

Transaksi Crypfo bersifat anonym, karena tidak ada informasi pribadi yang
dibagikan. Siapa pun dapat membuka dompet, tidak memerlukan ID, dan

4 Anonim memiliki tingkat anonimitas yang bervariasi bergantung pada token mana
yang anda gunakan. Tidak ada peraturan tentang siapa yang dapat memiliki
atau menggunakan mata uang kripto

Tiap pengguna tentu memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan

Cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak dapat melihat
5 Terenkripsi transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada pula nama asli yang muncul
di setiap transaksi Cryptocurrency. Selebihnya, tidak ada pula aturan mengenai
siapa yang dapat menggunakan Cryptocurrency dan digunakan untuk apa
Transaksi Crypro tidak dapat diubah/dibatalkan, artinya setelah Crypro dikirim

6 Tldz.lk dapat dan jaringan telah mengonfirmasinya, pengguna tidak dapat mengambilnya
diubah ;
kembali.

7 Global Sehubungan dengan sifat Cryptocurrency yang sama di tiap negara, maka transaksi

dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs

Sumber: Alam et al (2019)

Cryptocurrency memiliki banyak jenis, Bifcoin merupakan salah satu jenis Cryptocurrency
yang popular dan bahkan ada yang mengatakan merupakan jenis pertama kali dikenal oleh
banyak orang, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim bernama samaran
“Satoshi Nakamoto” melalui 2 tulisan yang dipublikasikanya pada tahun 2008 dan 2009
silam. Selain itu, selain dari Bitcoin, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer,
yaitu “Etherenm, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin; dan Ripple XRP,” (Fauzi et al, 2022).

Dari sisi fungsi, Cryptocurrency berfungsi untuk alat pembayaran membeli barang atau
jasa, berinvestasi, dan penambangan (Mining). Dalam fungsi pertama “membeli barang
atau jasa”, dimana terdapat banyak toko yang mulai menggunakan Cryprocurrency sebagai
alat pembayarannya, Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods,
Newegg, Twitch, CheapAir, dll (Triple A, 2021). Anda juga dapat menggunakan
Cryptocurrency, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan
kafe/makanan (Merchant Machine, 2022). Selanjutnya, fungsi kedua “investasi”, dimana
melakukan investasi melalui Cryptocurrency memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan
prinsip ekonomi, yaitu harga akan meningkat ketika terdapat banyak permintaan. Semakin

banyak orang yang melakukan investasi dengan Cryptocurrency, maka harganya pun akan
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semakin naik. Terakhir fungsi ketiga “Mining (pertambangan)”, adalah hal penting dalam
Cryptocurrency. Pada dasarnya, pengguna Cryptocurrency melakukan konfirmasi dengan cara
memecahkan teka-teki Cryprography yang rumit dan mencatatnya dalam Blockchain. Teka-
teki ini dapat dipecahkan dengan cara Mining. Apabila semakin besar daya komputasi
pengguna, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk dapat memecahkannya.
Apabila berhasil memecahkan teka-tekinya, maka akan mendapatkan hadiah sebuah biaya
transaksi (Alam et al, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bagaiamana Cryptocurrency baik dari sisi
definisi, karakteristik, dan juga fungsinya. Dikarenakan banyak muncul dari berbagai
perspektif yang berbeda terhadapnya, maka perlu diuji karakteristiknya lebih mendalam,
terutama dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks hukum, serta dalam syariah.

Dalam bahasan selanjutnya, akan diuji lebih mendalam dari ketiga konteks ini.

Karakteristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi

Rochon & Rossi (Rochon & Rossi, 2003) mengungkapkan ada tiga karakteristik
fundamental dasar yang harus dimiliki oleh uang/mata uang, yaitu: pembagian (Divisibility),
portabilitas  (Portability), durabilitas (Durability). Dalam  hal ini, Kaleem (2021)
mengungkapkan bahwa Cryptocurrency dapat memenuhi ketiga tersbut. Davisibility, dimana
mata uang harus dapat dibagi (dapat dihitung). Hal ini, berarti harus dengan mudah
diturunkan ke jumlah kecil atau bagian agar sesuai dengan nilai maksimum untuk tujuan
perdagangan. Dalam kontesk ini, Cryptocurrency mudah dibagi karena bersifat digital dan
numerik. Selanjutnya Portability, dimana mata uang harus portable (dapat dipindahkan).
Artinya, ia harus dapat dibawa atau dipindahkan ke tujuan yang diinginkan dengan mudah.
Dalam kontesk ini, Cryptocurrency telah mempermudah pergerakan mata uang. Terkhir
Durability, dimana sebuah mata uang tidak boleh cepat rusak. Itu juga, harus layak
disimpan. Dalam kontesk ini, Cryptocurrency tahan lama dan bisa disimpan (Kaleem 2021).

Selain karakteristik yang sangat mendasar di atas, mata uang harus memiliki empat
atribut. Dalam konteks ini, bisa dilihat dari pandangan Kaleem (2021), yang telah
menjelaskan empat atribut mata uang terhadap karakteristik Cryprocurrency, yaitu
keseragaman (Uniformity), akseptabilitas (Acceptability), pasokan terbatas (Lzmited supply),
dan tidak dapat dipalsukan (Now-counterfeitability)

Dalam Uniformity, dimana mata uang tidak boleh berbeda dari yang lain, misalnya
mata uang 100 Euro harus sama dengan mata uang lainnya dalam ukuran, warna,
ketebalan, gambar, dll. Dengan kata lain, itu harus mudah dikenali. Dalam kontesk

Cryptocurrency adalah seragam. Terlepas dari sifatnya yang tidak berwujud, ini adalah aset
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digital yang dapat diakses melalui perbankan internet dan seragam karena satu
Cryptocurrency mempertahankan nilainya di mana saja pada waktu tertentu (Kaleem, 2021).

Selanjutnya Aceptability, dimana suatu mata uang dianggap benar-benar sebagai
mata uang, maka ia harus dapat diterima dalam suatu masyarakat. Acceptability pada
kenyataannya, menciptakan permintaan yang pada akhirnya menyimpan nilai di dalamnya
sebagai uang/mata uang. Cryptocurrency dapat diterima di antara banyak komunitas internet.
Namun demikian, tidak semua organisasi menerimanya sebagai metode pertukaran jasa
atau barang. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaksukaan pemerintah terhadap
penggunaannya untuk pertukaran (Kaleem, 2021).

Di samping itu, Limited Supply. Banyak ekonom berpandangan bahwa uang harus
persediaannya terbatas, karena hal ini cenderung menambah nilai uvang. Kekuatan
pelonggaran kuantitatif dalam uang fiat menghambat konsep ini. Cryptocurrency memiliki
persediaan terbatas karena maksimal hanya 21 juta bitcoin yang akan ada pada waktu
tertentu (Kaleem, 2021).

Kemudian Non-counterfeitability. Ini adalah properti baru yang dilambangkan sebagai
karakteristik uang. Jika mudah dipalsukan, pasti akan kehilangan nilainya. Cryptocurrency
dibangun di atas teknologi Blockchain yang melibatkan tiga buku besar entri yang
membutuhkan verifikasi independen. Trple Entry Accounting adalah peningkatan dari
sistem Double Entry tradisional, di mana semua entri akuntansi yang melibatkan pihak luar
secara kriptografis disegel oleh entri ketiga. Dengan demikian, sangat sulit untuk
menggandakan atau memalsukan mata uang ini (Kaleem, 2021).

Dari penjelasan di atas, tampak jelas Cryprocurrency memiliki semua karakteristik yang
dibutuhkan untuk diklasifikasikan sebagai uang, tapi bisakah ia berfungsi sebagai
uang/mata uang yang sedang betlasung dalam ekonomi yang ada pada saat ini. Dari sini,
akan diuji dari tiga fungsi dasar mata uang, yaitu alat tukar (Medium of Exchange), satuan
hitung (Unit of Account), penyimpan nilai (Szore of Value) (Sadr, 2016). Sejauh ini, ada
konsensus di antara para sarjana terhadap tiga fungsi tersbut bila dihadapkan dengan
karakteristik Cryptocurrency.

Medium of Exchange merupakan fungsi utama yang menjadi fasilitator pertukaran,
memungkinkan pembeli, penjual, donor, penerima, dll., untuk bisa mendapatkan apa yang
mereka inginkan dengan mudah. Kaleem (2021) mengungkapkan Cryptocurrency
memainkan peran sebagai Medium Of Exchange, karena ia memfasilitasi pembelian dan
penjualan di antara komunitas internet. Dibalik ini, ada bukti menarik bahwa Cryptocurrency
juga telah diminati oleh banyak perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar.

Pada tahun 2021 tercatat 18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal Microsoft,
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Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir, dll (Triple A, 2021).
Setiap bisnis berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti
membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant
Machine, 2022). Meskipun demikian Cryprocurrency seperti pada jenisnya Bitcoin tampak
belum sepenuhnya memenuhi karaketeristik Medium of Exchange, karena memiliki votalitas
harga yang tinggi (Yuneline, 2019).

Selanjutnya berfungsi sebagai Unit of Acconnt. Artinya, uvang harus dapat mengukur
nilai barang dan jasa serta mencatat nilainya dengan mudah. Menurut Yermack (2015)
Cryptocurrency seperti pada jenisnya Bitcoin tampak gagal memantapkan dirinya sebagai Unit
of Account. Kaleem (2021) mengungkapkan Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai Unit of
Account, karena setiap produk, kecil atau besar, dapat dibeli dengan mengukur nilainya
dalam Cryptocurrency. Yuneline (2019) juga mengungkapkan bahwa meskipun belum
sepenuhnya Cryptocurrency memenuhi, tapi ada bukti bahwa Cryptocurrency digunakan
sebagai satuan hitung. Mekanismenya adalah dengan menilai barang dan jasa berdasarkan
nilai tukar Cryptocurrency. Misalnya, penjual yang menerima pembayaran cryptocurrency
akan mengutip harga dalam mata uang fiat, dengan harga dalam cryptocurrency
berdasarkan nilai tukar pada titik waktu tertentu.

Kemudian berfungsi sebagai Store of 1alue, dimana uang harus memiliki kualitas
yang dapat disimpan dalam hal nilai dan memungkinkan pembelian di masa mendatang.
Sebagaimana yang kita lihat pada sistem barter, orang-orang memiliki barang/komoditas
yang mudah rusak di tangan mereka yang tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama
atau untuk digunakan di masa mendatang. Menurut Yuneline (2019) Cryptocurrency
berungsi sebagai penyimpan nilai dibatasi oleh volatilitas harga yang tinggi. Harga
Cryptocurrency, misalnya pada salah satu jenisnnya seperti Bitcoin, sangat tidak stabil, yang
jauh lebih tinggi dari mata uang nasional. Kaleem (2021) mengungkapkan meskipun
votalitas harga yang tinggi, tapi Cryptocurrency berfungsi sebagal penyimpan yang sangat
aman bagi pengguna.

Dari sejumlah uraian di atas, tampak masih menjadi perbincangan yang hangat
terhadap karakteristik Cryptocurrency sebaggai mata uang yang sukses. Dalam hal ini, penulis
berpandangan bahwa Cryptocurrency dapat memenuhi fungsi ketiga tersbut, terutama
bagaiamana ia harus memantapkan dirinya dan mengihidari masalah votalitas harga yang
tinggi.

Karakeristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum
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Secara garis besar, setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Terakait masalah
karakteristik Cryptocurrency dihadapkan dengan hukum, Yuneline (2019) mengungkpakan
bahwa Cryjprocurrency tidak dapat diterima sebagai uang/mata uang, karena ia harus
memenuhi karakteristik Uwit of Account dan Medium of Exchange yang dikeluarkan dan
didenominasikan secara eksklusif oleh otoritas moneter (Bank Sentral). Hal ini terkait
dengan kekuatan kedaulatan dimana nilai dan kredibilitas mata uang suatu negara
dikaitkan dengan kemampuan negara tersebut untuk mendukung mata uang tersebut.
Konsep hukum uang lebih luas daripada konsep mata uang. Karena uang dapat diciptakan
oleh pihak swasta (tidak hanya uang kertas dan koin tetapi juga uang giral), tetapi harus
didenominasi dalam mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan harus diterima
sebagai alat tukar dalam negeri.

Salah satu negara yang dengan jelas melegalkan dan meresmikan Cryprocurrency
sebagai alat tukar (pembayaran) yang sah adalah El Salvador (Divetia, 2023). Meskipun
Cryptocurrency diterima dengan baik oleh negara El Salavador, tapi banyak negara justru
bergerak ke arah yang berlawanan dan telah mengeluarkan peraturan untuk melarang
Cryptocurrency karena melewati otoritas Bank Sentral, seperti Bolivia dan Ekuador telah
membuat keputusan yang jelas bahwa Cryprocurrency seperti Bitcoin ilegal (Chohan, 2017).
Rusia juga secara tegas menjelaskan Cryptocurrency tidak sah sebagai alat tukar (pembayaran)
(Shovkhalov & Idrisov, 2021).

Dua ekonomi Afrika Sub-Sahara terbesar - Nigeria dan Afrika Selatan menjelaskan
Cryptocurrency seperti Biteoin tidak memiliki status ilegal. Awalnya Bank Sentral Nigeria
mengeluarkan surat edaran pada Januari 2017 kepada Bank Nigeria yang memberi tahu
mereka bahwa itu dilarang, tetapi ini ditinjau kembali melalui klarifikasi dari Wakil
Direktur Bank Sentral yang menyatakan bahwa tidak berwenang untuk melarang
Crypyocurrency. Di Afrika Selatan, kertas posisi tahun 2014 menyatakan bahwa mata uang
virtual tidak memiliki status hukum atau kerangka peraturan, tapi sekarang sedang
mengembangkan kerangka ketja terkait Crypyocurrency (Chohan, 2017).

Di Indonesia, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mata uang
yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Rupiah. Lebih
lanjut, terkait Cryptocurrency, Bank Indonesia mengadakan Press Release mengacu pada UU
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan menyatakan bahwa Cryprocurrency bukanlah
mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dari sini pula, popularitas
Cryptocurrency sedang booming di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi
Pembayaran dan Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Financial
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Technology. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 pasal 34 ditegaskan bahwa Bank
Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melakukan pemrosesan
transaksi pembayaran dengan menggunakan [Zrtual Currency. Mata uang virtual yang
disebutkan dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan
oleh otoritas moneter mana pun dan diperoleh dengan cara menambang. Diantaranya
adalah Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple
dan [en.

Sukarno & Pujiyono (2019) menyatakan penggunaan Cryptocurrency di Indonesia
menimbulkan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang yang telah dibuat dan juga
menjadi risiko, seperti pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya, seperti pada Pasal
34 PBI No. 18/40/PBI/2016, menjelaskan Cryptocurrency tidak memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mendistribusikan peredaran dan peredarannya, karena nilai tukarnya
yang fluktuatif dan karena penggunaannya dilakukan dalam sistem komputer dengan
jaringan internet, disebut peer to peer atau Blockchain, tidak dapat dipantau oleh pihak
berwenang.

Bank Indonesia menyatakan pelarangan dan memperingatkan, agar tidak menjual,
membeli atau memperdagangkan 17rtual Currency (Cryptocurrency), karena pemilikan 1zrtnal
Currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang
bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset
yang mendasari harga 17rtual Currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga
rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana
pencucian uang dan pendanaan terorisme, schingga dapat mempengaruhi kestabilan
sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI juga menegaskan bahwa sebagai otoritas
sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal,
penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir,
penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara
transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, baik Bank maupun
Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan |7rtual
Currency (BI-Berita Terkini (Siaran Pers), 2018; Setkab.go.id, 2018).

Di Indonesia meresmikan penggunaan Crypfocurrency sebagai komoditas dalam
Perdagangan Berjangka. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan berlandaskan pada Peraturan
Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
Crypto Asset Berjangka. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum untuk

memperdagangkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi subjek
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kontrak betjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di butsa
berjangka.

Konsekuensi dari penerbitan aturan Permendag tersebut kemudian diteruskan oleh
aturan yang diterbitkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),
yaitu BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di
Bursa Berjangka. Selanjutnya BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang
Dapat Dikenakan Kontrak Betjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak
Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lanjut dari itu, BAPPEBTI No.
4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di
Bursa Berjangka. Kemudian terakhir BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dari sini perlu digaris bawahi, beberapa peraturan BAPPEBTI tersebut,
Cryptocurrency tetap tidak diakui sebagai salah mata uang di Indonesia, masing-masing
peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan
Cryptocurrency sebagai asset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta

peredarannya di Indonesia.

Karakteristik Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, masih berselisih pendapat mengenai Cryprocurrency. Ini bisa
dilihat dari sejumlah para pemberi fatwa (fatwa personal dan institusi). Fatwa-fatwa
tersebut terbagi menjadi tiga, ada kelompok yang melarang (haram) dan kelompok yang
membolehkan (halal), dan diluar itu ada kelompok yang berpandangan Abstain.

Mufti Besar Mesir (Alaraby 2018), Wifaqul Ulama Inggris (Wifaqul Ulama n.d) ,
Majlis al Ulama Afrika Selatan (Themajlisinfo 2018), Dewan Islam Suriah
(SHARIASOURCE, 2019), Majlis Ulama Indonesia (MUI, 2021), Sheikh Assim al-
Hakeem (ulama Arab Saudi) (Alaraby, 2017), dan Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad
di Inggris (Al-Haddad, 2018). Mereka telah mempertimbangkan bahwa Cryptocurrency
adalah Haram. Secara garis besar, alasan utama mereka, yaitu: (1) Cryprocurrency mudah
digunakan untuk aktivitas illegal. (2) Cryptocurency tidak berwujud dan hanya tersedia di
internet. (3) Cryptocurrency tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit
sistemnya; karenanya, bukan alat pembayaran yang sah. (4) Transaksi Cryptocurrency terbuka
untuk spekulasi (gharar berlebihan) dan petjudian. (5) Cryprocurrency tidak didukung oleh
apapun.

Sementara itu, Otoritas agama terkemuka di Turki (The Directorate of Religious

Affairs or the Diyanet), Darul Thsan Afrika Selatan, Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah
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dari Suriah (Mahomed & Mohamad, 2017). Perimbangan mereka masih Abstain
(Mammnoo"), yaitu belum syariah saat Ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan lansung
sampai ada keputusan yang jelas terkait Cryptocurrency. Alasan utama mereka, yaitu (1) gharar
yang berlebihan; dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas illegal. (2) Dapat
dihubungkan dengan skema piramida; Sekalipun ditentukan sebagai mata uang, tidak
boleh menjadi alat penghidupan seseorang karena para ahli hukum membolehkan
perdagangan mata uang hanya sebagai kebutuhan. (3) Risiko keamanan (khatar); karena
tidak seperti mata uang yang diatur (legal tender).

Di sisi lain, Mufti Taha Karaan Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa
Seminar Islam Afrika Selatan), dan Mufti Siraj Desai Afrika Selatan (Mahomed &
Mohamad, 2017), Mufti Muhammad Abu Bakar (Bakar, 2018), Monzer Kahf (ekonom
Islam) (Light Upon Light Blog.com n.d), dan Mohd Daud Bakar (Bakar, 2017; 2018a;
2018b;). Mereke telah memberi pertimbangan yang justru bergerak ke arah yang
berlawanan, dimana meneurut mereka Cryptocurrency adalah Halal. Sejumlah fatwa yang
menyatakan halal bisa dilihat, seperti Secara garis besar dalam fatwa mereka
mempertimbangkan bahwa Crypfocurrency memenubhi kriteria dan definisi harta (Maa/) dan
uang/mata uang, karena alasan-alasan berikutt, yaitu (1) Dipetlakukan sebagai barang
berharga di antara orang-orang. (2) Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok
masyarakat. (3) Mengukur suatu nilai. (4) Memiliki fungsi unit akun.

Dari pertimbangan para pemberi fatwa di atas, ada banyak hal yang dapat dianalisis.
Dalam hal ini, kami akan menganalisis terkait apakah karaketeristik Cryptocurrency dapat
disebut sebagai properti (Maal/) dan mata uang dalam syariah?.

Cryptocurrency sebagai properti (Maal)

Ada banyak interpretasi definisi Maa/ di kalangan ulama. Menurut Mazhab Hanafi
menekankan keinginan dan daya simpan sebagai fitur utama serta kebaikan atau manfaat
yang menyertainya. Sedangkan Fuqaha Maliki, Maa/ adalah sesuatu yang dilimpahkan
kepemilikannya dan pemiliknya apabila dia menganggapnya dikecualikan dari gangguan.
Dari para fugaha Syafi’i telah memasukkan hasil dalam pengertian Maa/, dan Maal adalah
sesuatu yang memberi manfaat dan dapat dipertukarkan. Terakhir, Mazhab Hanbali, Maa/
adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang halal dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai
barang yang haram menurut hukum Syariah (Alam et al, 2019).

Dari definisi di atas, ada beberapa kata kunci yang bisa ditarik untuk menjelaskan
Maal, yaitu sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang dapat disimpan sepanjang waktu.

Selanjutnya, Maal adalah sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang halal. Oleh karena itu,
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sesuatu yang tidak bermanfaat (seperti serangga dan lain-lain) dan haram dalam Islam
(seperti minuman keras dan lain-lain) tidak termasuk Maal.

Persyaratan penting Maal/ yang ditukar adalah harus memiliki Mutagawwim, yaitu
mengacu pada barang atau subjek yang halal untuk digunakan dalam Syariah (Fauzi et al,
2022). Ada dua kriteria untuk setiap barang yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan,
vaitu Tamawwul dan Tagawwum. Tamawwn! mengacu pada apapun yang digunakan sebagai
Maal. Tagawwnm adalah segala sesuatu yang halal menurut syariat Islam, karena dianggap
berharga (Yuneline, 2019).

Dari penjelasan atribut di atas, dapatkah Cryprocurrency memenuhi kriteria
berdasarkan dalam permintaan ekonomi (keinginan). Mohamed & Ali (2019; 2022)
mengungkapkan bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk Maa/—mungkin
berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset Cryptocurrency dapat dianggap
sebagai Maal. Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa ada bukti menarik bahwa harga
Cryptocurrency seperti jenis Bitcoin melampaui harga satu #roy ounce emas. Kapitalisasi pasar
Bitcoin sekitar USD 16 miliar, dengan volume transaksi rata-rata perhari menjadi 281.04
juta. Tingginya permintaan Bifeoin menunjukkan bahwa Bifoin dapat memenuhi kriteria
keinginan.

Selain dari keinginan di atas, lalu bagaimana Cryprocurrency berdasarkan kriteria dalam
hal penyimpanan. Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa Cryptocurrency seperti jenisnya
Biteoin dapat dianggap sebagai Maal, karena ia memenhui kriteria penyimpanan. Ini bisa
dilihat bagaimana Cryprocurrency dikodekan di dalam Blockchain dan dimasukkan ke dalam
sistem ledger terdistribusi, misalnya pada saat Klien A melakukan pembayaran ke Klien
B. Transaksi diselesaikan oleh penambang yang memecahkan teka-teki kriptografi sebagai
bagian dari proses validasi. Penambang yang menemukan solusi lebih cepat akan
menerima Cryptocurrency sebagai hadiah. Salinan catatan transaksi akan disimpan dalam
buku besar terdistribusi yang dapat diakses di jaringan.

Cryptocurrency sebagai mata uang

Sebagai sebuah mata uang dalam konteks syariah, perlu dianlais apakah Cryprocurrency
memiliki kriteria Thamaniyyah. Thamaniyyah adalah nilai moneter atau elemen kunci dalam
aset yang memenuhi syarat untuk berfungsi sebagai mata vang dan vang. Thamaniyyah
memiliki dua fungsi, yaitu sebagai standar nilai yang berdiri sendiri (Independent Standard
Valne) dan sebagai satuan hitung (Uit of Account). Fungsi Thamaniyyah sebagai standar nilai,
memungkinkan uang mengevaluasi harga dan menilai barang secara mandiri. Karena ini
adalah nilai standar independen, maka harus memiliki stabilitas dan harus dapat diterima

di seluruh dunia. Sementara fungsi Thamaniyyah sebagai Unit of Account, maka merujuk pada
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titik referensi utama dan menjadi tolok ukur bagi orang untuk mengirim harga dan
mencatat hutang (Adam, 2017).

Thamaniyyah menuntut agar mata uang itu memberikan acuan yang jelas tentang
nilainya. Nilai Cryptocurrency bukanlah Independent Standard 1 alue. Meskipun Cryptocurrency
tidak memenuhi fungsi pertama, karena ini adalah mata uang digital, ia dapat digunakan
sebagai Unit of Account. Hal ini bisa dilihat dari ungkpan Adam (2017) yang
mengungkapkan bahwa sesuatu yang memang memiliki Thamaniyyah tetap dapat
diperjualbelikan sebagai Unit of Account dalam suatu transaksi. Dalam kasus Cryprocurrency,
hal yang seperti itu akan dianggap sebagai harga (Thaman) dalam transaksi tertentu. Lanjut
itu, Alam et al (2019) juga mengungkpakan bahwa mereka setuju bahwa Cryprocurrency
sebagai mata uang, karena telah memenuhi fungsi sebagai mata uang. Dengan demikian,
prinsipnya diperbolehkan dan diperlakukan sama berharganya, seperti pada Bifoin yang
tercermin dalam harga pasar di bursa global dan diterima untuk pembayaran di berbagai
pedagang.

Penggunaan Cryptocurrency sebagai Medium of Excchange menghadapi tantangan terkait
statusnya sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), karena sebagai alat pembayaran
yang sah harus dikeluarkan oleh otoritas pusat (Nurhisam, 2017; Fatarib & Meirison,
2020). Namun dalam hal ini, kriteria utama untuk sebagai Medium Of Exchange dalam
syariah adalah penerimaannya oleh masyarakat (Bakar, 2018), baik itu muncul dengan
memaksakannya kepada masyarakat melalui hukum atau melalui penerimaan sukarela dari

masyarakat (Yuneline, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, karakteristik Cryptocurrency dari perspektif ekonomi
adalah mata uang, karena sudah memenuhi fungsi mata uang. Namun, belum sepenuhnya
memenuhi mata uang yang sukses saat ini, karena terkait masalah votalitas harga yang
tingel. Selanjutnya, karakteristik Cryptocurrency dari segi hukum belum memenuhi kriteria
sebagai mata uang, karena mata uang mengacu pada wnit of account dan medinm of exchange
yang dikeluarkan dan didominasi secara eksklusif oleh otoritas moneter (Bank Sentral)
dan terkait dengan kekuatan kedaulatan dimana nilai dan kredibilitas mata uang suatu
negara ditentukan. Kemudian karakteristik Cryprocurrency dari perspektif syariah, dapat
dianggap sebagai properti (Maal), karena keinginan dan penyimpanan. Namun,
karakteristiknya belum bisa dianggap sebagai mata uang dalam syariah, karena belum
memenuhi nilai moneter (Thamaniyyah), seperti belum memenuhi fungsi standar nilai yang

berdiri sendiri dan karenanya masih membutuhkan nilai mata uang fiat untuk menentukan
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nilai Cryptocurrency, tapi sebagai fungsi satuan hitung Cryptocurrency memenuhi fungsi
tersebut.

Penelitian ini perlu dilanjutkan, mengingat banyak keterbatasan dan masalah yang
belum terungkap, terutama dalam persepktif syariah. Hal ini mendasarkan pada temuan
penelitian yang hanya meganliasis literatur sehingga mungkin tidak memiliki opini syariah.
Karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengambil pekerjaan berat tersebut untuk
memperkaya kajian. Dalam nada yang sama, mengusulkan untuk penelitian selanjutnya

untuk mengevaluasi Cryptocurrency dari perspektif ekonomi Islam.
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